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PUTUSAN
Nomor 287/Pdt.P/2019/PA.Tgrs
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai
“Pemohon”;

melawan

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di

..., sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal
25 Maret 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di
bawah register nomor 287/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan
gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :
Dengan ini mengajukan Permohonan ltsbat Nikah dengan dengan dalil-dalil dan
alasan sebagai berikut:;

Bahwa

Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 April 2017 di
Perum Talaga Bestari Blok E6 No.07 RT. 009 RW 005, Desa Wanakerta,
Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Berdasarkan Surat Keterangan
Suami Istri dari Kelurahan Nomor: 470.1/013/DS.Wnk/Il1/2019 dengan wali nikah

ayah kandung Pemohon II bernama Dadang Allan dengan mahar berupa uang
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tunai sejumlah Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan yang menjadi munakih
(yang menikahkan) adalah Arsyad dengan disaksikan oleh Kukun dan Obay serta
dihadiri oleh masyarakat lainnya;

Bahwa
pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa
sewaktu akan menikah Pemohon | berstatus jejaka dalam usia 22 tahun,
sementara Pemohon |l berstatus gadis dalam usia 20 tahun;

Bahwa
setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah
mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

Bahwa
dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
Revandra Leon Al-Ghiffari, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Maret 2018 di
Tangerang;

Bahwa
Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian
hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa
antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak
melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun
pindah agama dari agama Islam;

Bahwa
untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana
dimaksud Pasal 34 ayat (1) dam ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon dan Termohon akan
melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan
Sindang Jaya untuk mencatatkan perkawinan dimaksud dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

Bahwa
Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa

berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk
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mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia tahun 1991, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa

perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut::

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Pemohon) dan Pemohon I
(Dita Regina binti Dadang Allan) yang dilangsungkan pada tanggal 02 April 2017
di Kelurahan Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang;

Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut
kepada KUA Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hanya
datang menghadap di persidangan pertama dan selanjutnya tidak lagi pernah
datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan
demikian pula Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidak beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa panjar biaya perkara Penggugat setelah Majelis Hakim mendapat
informasi dari kasir ternyata panjar biaya perkara tersebut telah habis, sehingga
diperintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah panjar
biaya perkara ;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengirimkan surat
teguran kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkaranya dengan

surat NOMOr  ...coccevveieerieeeeeaee. , tertanggal ............ , hamun sampai tenggang
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waktu yang ditentukan Penggugat tidak menambah biaya panjar perkaranya
sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa nomor
.............. , tertanggal ............... ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan
mengutip Berita Acara Persidangan perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang

tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah persidangan pertama tidak pernah
lagi datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut, dan ketidak hadirannya tidaklah ternyata beralasan sah menurut
hukum, sedangkan pemeriksaan perkaranya masih berlangsung, akan tetapi
panjar biaya perkara telah habis

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah biaya panjar
perkaranya oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal .............
sebagaimana surat keterangan nomor : ...................... , tertanggal ................ dan
sampai batas waktu yang ditentukan ternyata Penggugat tetap tidak menambah
panjar biaya perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Penggugat ternyata tidak bersungguh-sungguh dalam
berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dibatalkan dan dicoret dari
register perkara gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka
segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta

Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;
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MENGADILI
Membatalkan perkara Nomor 287/Pdt.P/2019/PA.Tgrs;
Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara ini dari buku register;
Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian  Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan
tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami H. Mamat Ruhimat, sebagai Ketua
Majelis, Nurnaningsih, dan Ahmad Yani, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh

Nuraeni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti diluar hadir Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;
HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS,
Nurnaningsih H. Mamat Ruhimat,

HAKIM ANGGOTA,

Ahmad Yani.

PANITERA PENGGANTI

Nuraeni, S.Ag.
Perincian biaya :
e Pendaftaran :Rp 30.000,00
e ATK Perkara :Rp 75.000,00
e Panggilan :Rp 600.000,00
¢ PNBP Panggilan :Rp ,00
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e Redaksi :Rp 10.000,00
e Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).
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